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_l. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten 
Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara 
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4346); 

a. bahwa ·untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan 
fungsi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat 
Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) serta 
efektifitas pelaksanaan urusan pemerintahan 
daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten Serdang Bedagai, perlu membentuk 
Unit . Pela-ksana Teknis Daerah Puaat Kesehatan 
Masyarakat; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 
ayat ·(1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 12 Tahun 2017 teritang Pedoman 
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan 
Unit Pelaksana Teknis Dinas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan 
Bupati Serdang Bedagai tentang Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD 
Puskesmas) di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Serdang Bedagai; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES~ 

BUPATI SEROANG BEDAGAI, 
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TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEl(NIS DINAS 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (UPTD PUSKE~MAS) 
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI 
NOMOR A3 TAHUN 2020 

BUPATI SERDANG BEDAGAI 

PROVINSI SUMATERA UTARA 



Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negera Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Repµblik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Repµblik Indonesia 
Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang 

Pengelolaan Keuangan Layanan Umum ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Repµblik Indonesia 
Nomor 4502 ); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6206); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 J 4); 

5 Tahun 2014 tentang 3. Undang-Undang Nomor 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 
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MEMUTUSKAN : 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan fenyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 73 Tahun 2017); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2017 ten tang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi 

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 
tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053); 

13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 

Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 

8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik. 
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Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNlT PELAKSANA 
'. EXA!dlNASI TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (UPTD 

PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN 
. --,-- SERDANG BEDAGAI 

ICABAG I M I 
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1 
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I KASU6ii.~,: A I. p l I 
· PER·UU-A..i fl, 1 asa 
!. -~ ~e.r..dturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 



.PARAF HI:iW'~tfn dan upaya kesehatan ~erorangan ti~gk~t .pertama,. dengan 
-· . mgutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya, 
\,JO.b' \?>\) "°~ ----- ............. ~.w;,;ia,;a,_:pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan 
_s_~ __ o._\::_(),._~_. ---~~;p;A ...... enyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, 

adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggaran upaya 

KABAG· 

adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, 

aff gjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalarn suatu 

HUh."lJI,I a orgamsasi. · 
t----1 : .. ,~~~ t Fungsional adalah sekelompok jabatan yang .berisi fungsi dan 

KASUt~;.· .::· f. ,: .. ~' berkaitan deng;an pelayanan fungsional yang berdasarkan 
PER·Ul:·h ... ~ i n dan keterampilan tertentu. 

'--· . ··- ___,, 
16. Pusat Kesehatan masyarakat atau yang selanjutnya disebut Puskesmas 

4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai. 

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai. 
6. Urusan Pemerintahan adalah kekua~aan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kemen terian 

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang 

Bedagai yang selanjutnya disebut Setdakab. 
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang 

Bedagai yang selanjutnya disebut Sekdakab. 

9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah pelaksana urusan pemerintahan 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 

11. Kecamatan adalah wilayah, kerja camat sebagai perangkat daerah 

Kabupaten Serdang Bedagai. 

1 . Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPf Dinas adalah 

unsur pelaksana teknis Dinas yang melakasanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada dibawah 

Dinas Kesehatan. 

1 . Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan 

l teknis tertentu yang secara langsung be~hubungan dengan Pelayanan 

Masyarakat. 

1 . Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk rnelaksanakan kegiatan 

teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi 

r----+....,.,ii(,,j~~va. 



(1) UPTD Puskesmas Kabupaten Serdang Bedagai sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari : 

r. ~ vA 1 • • D Pusat Kesehatan Masyarakat Pantai Cermin 
Ii!,.~ MI A~ 
;---..,._~~U~_,D Pusat Kesehatan Masyarakat Perbaungan 

'f nABAG· · 1 ~D Pusat Kesehatan Masyarakat Melati 

I 
. .nUI-:uu ~- ryo Pusat Kesehatan Masyarakat Pegajahan 
--.., ...... ~t ..... _ .ffD Pusat Kesehatan Masyarakat Sei Rampah ·' :::~~t~ ,f. £1Pf D Pusat Kesehatan Masyarakat Pangkalan Budirnan 
L .. _ i g. ~Pfl'D Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Pon ·--· ~ .. ~ 

h. UPTD Pusat Kesehatan Masyarak.at Tanjung Beringin 
i. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Bandar Khalifah ......-i---_.--r-- __ ..,._~ 

'. Pusat Kesehatan Masyarakat Dolok Merawan 

{ 1 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD 
Puskesmas) adalah uns~r pelaksana. dinas yang melaksanakan sebagian 
tugas teknis operasional .tertentu dan/ a tau kegiatan teknis dinas. 

(2, UPTD Puskesmas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas Kesehatan. 

(3 UPTD Puskesmas mempunyai wilayah kerja di satu atau beberapa 
kecamatan. 

Pasal2 
~ 'l:L.J 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN TUGAS 

18. epala puskesmas adalah kepala unit pelaksana teknis pusat kesehatan 

asyarakat kabupaten serdang bedagai yang bertanggungjawab atas 

seluruh penyelenggaraan kegiatan di puskesmas, pembinaan 

kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan 

pengelolaan keuangan clan pengelolaan bangunan, prasarana dan 

peralatan. 
19 Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ a tau keterampilan 

melalui 3 pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, 



BAB IV 

PARAF HIERARKHJS i} URAIAN TUGAS 

WAltll... Gup,m Pasal 6 
r-----'t+l~~~~PTD Puskesmas mempunyai tugas: 
SeKDA AAf; 
r----~-~~µ,:J~sanakan prornosi kesehatan; 

~IS'f°bN !l1 r------~~#~ sanakan program kesehatan lingkungan; 

EXAMINASI 
' Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri dari : 

BAG· f p1a UPTD; 
KUl.f lo pok Jabatan Fungsional. 

f ·-· sk' tor Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dirnaksud pada 
~ ~I 

f !·ER·UU-.~.1 a at~ }ercanturn dalarn Peraturan Bupati ini rnerupakan bagian yang 
l-_. tidak. tei\Jisahkan. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal4 

(1) UPTD adalah unsur pelaksana dinas yang rnelaksanakan sebagian 
tugas teknis operasional tertentu dan/ atau kegiatan teknis dinas yang 

rnernpunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecarnatan yang 

berkedudukan dibawah Dinas Kesehatan; 

(2) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unit organisasi bersifat 

fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional; 

(3) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dipimpin oleh kepala UPTD yang merupakan pejabat Iungsional tenaga 

kesehatan yang diberikan tugas tarnbahan. 

BAB III 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal3 

p. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Paya Lornbang 

q. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sialang Buah 

r. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Bintang Bayu 

s. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Silinda 

t. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tebing Syahbandar 



berkoordinasi dengan instansi terkait baik secara vertikal, horizontal 
maupun regional. 

( ) Kepala UPrD Puskesrnas melaksanakan sis tern pengendalian internal 
di lingkungan masing-masing, 

koordinasi, integrasi dan sink.ronisasi dengan yang dipimpinnya, 
(3) Dalam menjalankan tugas operasional, Kepala UPTD Puskesmas dapat . . 

EXAMINASI 

(1 Kepala UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas 
usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. 

(2 Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan 

Pasal 18 

BABV 

PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

(2) Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Kepala Dinas. 

c. melaksanakan program kesehatan ibu dan anak serta program 

kesejahteraan keluarga; 

d. melaksanakan program perbaikan gizi rnasyarakat; 

e. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 

dan tidak menular; . 
f. melaksanakan pelayanan .kesehatan dasar; 
g. melaksanakan tugas .lain yang diberikan Kepala Dinas Kesehatan. 



BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 
NOMOR '5"'"l 

H.M. FAISAL HASRIMY 

H. SOEKIRMAN . 
~----- - 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

P raturan Bupati ini mulai b rfi.dM.Cpada!'-CC\ .. 6,ffE, 

I HUKUM I 
Arar setiap . orang men etahuinl':!J._:;:.. rintahkan pengundangan 

1
Peraturan Bupati ini de. n IW!UljlllU.'enipian ya dalam Berita Daerah 

-.--.-= • PER·UU·A.'l j ao~·I?, ~:t1'f .; .. e ga1.L , . 
·J.. ~ n._,1.,., :i.. ... • . .,.-. • •. 

·.~ 
. Wi\-4<.ll r!UPA'ff Ditetapkan di Sei Rampah 
' pada tanggal co 'TJK'=Cfrl.t.:J aoso i 

1 
6f< t).t I{ ,4-8 

. 
B dagai Nomor 17 Tahun 201? tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

P laksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

S rdang Bedagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

: IEXAM~NASI 
0 

D ngan berlakunya Peratu~an Bupati ini maka Peraturan Bupati Serdang 
B dagai Nomor 17 Tahun ,2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pilaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

S. rdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

N mor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

(5) Kepala UPTD Puskesmas bertanggungjawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 
(6) Kepala UPTD Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya. 



H. SOEKIRMAN 

BUPATI SERDi\NG BEDAGAI, 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pl AD A~ Hlri.'D A 'DKifi~~"· .. 
l1.AAI' E4\l'li\ 7£~i·: 

KEPALA 
UPTD 

. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PUSKESMAS DI LINGKTJNGAN PEMERINTJ\t-I 

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI 
NOMOR 4@, ~'1t{c.fN .Z020 
TANGQAL .30 Y~~tX" JUl.20 
TENTANG ORGANJSASI DAN TATA KERJA UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DINA.S PUSAT 
KESEHATAN MASYARAKAT PADA 
DINAS KESEHATAN 
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 
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